
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 
A. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak 

(tentang permerintahan, organisasi, dan sebagainya).1 

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat 

dibedakan dalam tiga tingkatan:2
 

a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat 

negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang 

bersangkutan. 

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang 

pelaksanaan suatu undang-undang. 

c. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada kebijakan 

pelaksanaan. 

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 

pemrintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. 

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat 

memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang 

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi 

pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang 

diinginkan. 

 

1https://kbbi.web.id./kebijakan. diakses pada Tanggal 9 September 2021 
2Uddin B. Sore. dan Sobirin, Kebijakan Publik, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 5. 
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Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan. Adapun suatu 

keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi 

alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis 

kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama 

konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat 

berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk 

melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu 

keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan 

asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang 

diambil dari organ yang berwenang berdsarkan kewenangan yang ada 

padanya.3 

 
2. Kebijakan Relaksasi 

Dalam pengertiannya kebijakan relaksasi dimana yang dimaksud 

adalah kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu memberikan kelonggaran 

kepada nasabah dalam melakukan kredit angusran pembiayaan, tujuannya 

yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam 

peraturan industri jasa keuangan sangat memperhatikan bahwa pandemi 

virus Corona (Covid-19) memiliki akibat yang signifikan terhadap kinerja 

dan kapasitas debitur perbankan dalam membayar angsuran pinjaman 

mereka, tak terkecuali debitur usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Hal ini sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan 

stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, OJK 

menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 

Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 untuk 

mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas 

sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan 

3Ibid., h.23. 
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kebijakan stimuus perekonomian sebagai Countercyclical dampak 

penyebaran Covid-19.4 

Kebijakan relaksasi piutang merupakan terminologi finansial yang 

banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan 

yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi 

kesukaran guna menjalankan prestasinya. Relaksasi yang dilaksanakan 

diantaranya dengan:5
 

a. Penurunan Suku bunga 

b. Penambahan jangka waktu kredit 

c. Penurunan tunggakan bunga kredit 

d. Penurunan tunggakan pokok 

e. Penambahan fasilitas kredit 

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara 

Pada perbankan, relaksasi kredit bisa dilaksanakan kepada debitur 

yang memenuhi persyaratan dibawah ini:6
 

a. Debitur terjadi kesukaran pembayaran pokok serta bunga kredit 

b. Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan 

prestasi usai kredit direlaksasi. 

Bank tidak diperkenanankan melaksanakan relaksasi kredit dengan 

maksud hanya guna menghindari: 

a. Penurunan penggolongan kualitas kredit 

b. Peningkatan pembentukan Penyisihan penghapusan Aktiva (PPA) 

c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual 

Relaksasi utang perusahaan debitor dalam usaha membayar utang- 

utangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni: 

a. Dengan pendekatan diantara serta debitur guna mengupayakan 

strukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat 

 

 

4Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 
5https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321. diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 
6Biner Sihotang, “Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank”, Prosiding 

Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1, 2019, h.2.23.3. 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321
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b. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban 

pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No.37 Tahun 2004 

Relaksasi utang yang dilaksanakan debitur tergantung dengan 

persetujuan kreditur, yang mana tempo waktu pelunasan, pemotongan 

ataupun pengurangan tunggakkan bunga, penambahan waktu pelunasan 

kredit adalah persetujuan dari kreditur alhasil debitur yang beritikad baik 

tetap wajib taat terhadap kehendak kreditur.7
 

 
3. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. 

Pembiayaan berarti di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada 

nasabah.8 

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaaan uang tatau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bank yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 

2008 pasar 25 menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam 

bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam 

bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi 

jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, salam dan istisna, 

 

 

 

7Hasdi hariyadi, “Relaksasi Utang Sebagai Pencegahan Kepailitan” SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 
2, Maret 2020 , h.125. 

8Andrianto dan M. Anang Firmansyah, Manajejen bank syariah , (Surabaya: CV. Penerbit Qiara 

Media, 2019), h.305.
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transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transasksi sewa 

menyewa jasa dalam bentuk ijarah. 

 
a. Kebijakan Pembiayaan 

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan 

pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh 

bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan 

fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud 

dan tujuan “ideal” yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dilihat dari sisi 

aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian 

besar dana operasional setiap bank umum diputarkan dalam pembiayaan 

yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan 

adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan resiko 

operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan/ 

pembiyaan bermasalah bahkan macet, yang akan menganggu operasional 

dan likuiditas bank. 

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan 

menggunakan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai 

seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan 

pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan 

bagi hasil keuntungan sesuai perjanjian pembiayaan. Berdasarkan 

penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan 

di tanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah 

permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau 

diluluskan (kalau perlu degan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam 

perjanjian pembiayaan).9 Kegiatan pembiayaan yang perlu dirumuskan 

dalam bentuk kebijakan dasar (basic policies) umumnya meliputi hal-hal 

berikut: 

1) Segmentasi Pembiayaan 
 

 
 

9Ibid., h. 307. 
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Kebijakan tentang segmentasi pembiayaan merupakan salah satu 

bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian 

suatu bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk 

pilihan sektor usaha nasabah (line of business) atau tipe nasabah (size 

of business). Bank harus menetapkan sektor industri atau tipe nasabah 

yang menjadi sasaran bagi pemasaran maupun perorangan. Kebijakan 

mengenai pilihan segmentasi berkaitan pula dengan jenis produk 

pembiayaannya. Melalui berbagai pertimbangan, bank dapat dapat 

memutuskan untuk hanya melayani beberapa sektor industri tertentu 

saja dan tipe usaha kecil dan menengah saja, sedangkan usaha besar  

tidak. Dengan pertimbangan nya sendiri bank lain juga dapat 

memutuskan untuk melayani semua sektor usaha dan semua jenis 

nasabah, baik usaha besar, usaha menengah, usaha kecil pembiayaan 

yang disediakan, daerah atau wilayah pelayanan, sistem penyampaian 

(deliaery system), dan distribusi pembiayaan. 

2) Jenis Pembiayaan yang Disediakan bagi Nasabah 

Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan erat  

dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani jenis 

nasabah tertentu cukup dilayani melalui beberapa jenis pembiayaan 

untuk memperoleh barang atau modal kerja saja, tetapi nasabah lain 

memerlukan jenis pembiayaan lain yang lebih terkait dengan 

kombinasi jasa informasi dan pelayanan bisnis perusahaan. 

3) Wilayah Pelayanan 

Pertimbangan wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan 

jaringan kerja, pembukaan kantor-kantor cabang tersebut. Cabang 

dan besar kecilnya kantor-kantor cabang tersebut. Sentra-sentra 

ekonomi harus ditelaah terlebih dahulu, seperti pertanian, industri ,  

perdagangan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan 

desentralisasi manajemen dan pendelegasi wewenanng. 
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4) Sistem Penyampaian Produk dan Jasa Bank 

Kebijakan ini berkaitan dengan pola perluasan jangkauan pemasaran 

dan penyampaian produk dan jasa bank. Sebagian bank 

mengutamakan penggunaan jaringan organik yang dimiliki nya 

sendiri seperti kantor cabang, kantor kas, dan sebagainya. Sebagian 

bank lain memilih melakukan outsourcing dengan menggunakan 

agen-agen sebagai remarketer. 

5) Distribusi Pembiayaan 

Dalam menerapkan distribusi aktiva produktif perlu disusun 

kebijakan alokasi dana, baik menurut sektor ekonomi sektor industri,  

maupun daerah atau wilayah uupemasaran. Misalnya sekian persen 

untuk pembiayaan sektor industri manufaktur, sekian persen untuk 

perdagangan, sekian persen untuk real estate, sekian persen untuk 

investasi dan penyertaan, termasuk besarnya besarnya pembiayaan 

maksimum yang dapat diberikan kepada nasabah, baik individu 

maupun kelompok, yang dalam hukum perbankan Indonesia dengan 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).10
 

 
b. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi  

dua yaitu: 

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan 

perdagangan. 

 

 

 

10Rahmat Ilyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah” dalam Jurnal Asy Syar’iyyah: 
Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam. Vol. 4, No. 2 Desember 2019, h. 137. 
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b) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang- 

barang modal (caoital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya dengan itu. 

2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Pembiayaan syariah dibagi menjadi 3 kategori: 

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudhrabah, musyarakah) 

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam dan 

istishna) 

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah mutahiyah bit 

tamlik) 

d) Pembiayaan atas dasar Qardh 

 
 

Pembiayaan denngan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki 

barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk 

mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama 

yang ditujukan dengan menggunakan mendapatkan barang dan jasa 

sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad lengkap ditujukan untuk 

memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.11Jual 

beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk 

memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk 

transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan 

bentuk modern melalui lembaga keuangan,12dengan menyatakan harga 

dan keuntungan (margin) yang di setujui bersama dimana bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan nasabah baik jenis, kualitas, ataupun sifat lainnya. 

 

 

 

 
 

11Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h.260. 
12Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h.74. 
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4. UMKM 

a. Pengertian UMKM 

Di  Indonesial,  definisi  UMKM  dialtur  dallalm  Undalng-Undalng 

Republik  Indonesial         No.20  Talhun  2008  tentalng  UMKM.  Palsall  1  dalri 

UU  tersebut,  dinyaltalkaln  balhwal          usalhal          mikro  aldallalh  usalhal          produktif 

milik   oralng   peroralngaln   daln/altalu   baldaln   usalhal                 peroralngaln   yalng 

memiliki kriterial       usalhal        mikro sebalgalimalnal        dialtur dallalm UU tersebut. 

Usalhal      kecil aldallalh usalhal       ekonomi produktif yalng berdiri sendiri, yalng 

dilalkukaln  oralng  peroralng  altalu  baldaln  usalhal          yalng  bukaln  merupalkaln 

alnalk perusalhalaln altalu bukaln alnalk calbalng yalng dimiliki, dikualsali altalu 

menjaldi  balgialn,  balik  lalngsung  malupun  tidalk  lalngsung,  dalri  usalhal 

menengalh   altalu   usalhal               besalr   yalng  memenuhi   kriterial               usalhal               kecil 

sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.13
 

Sedalngkaln usalhal        mikro aldallalh usalhal        ekonomi produktif yalng 

berdiri sendiri ya lng dilalkukaln oleh peroralngaln altalu baldaln usalhal       yalng 

bukaln  merupalkaln  alnalk  perusalhalaln  altalu  bukaln  calbalng  perusalhalaln 

yalng  dimiliki,  dikualsali  altalu  menjaldi  balgialn  balik  lalngsung  malupun 

tidalk lalngsung, dalri usalhal        mikro, usalhal        kecil, altalu usalhal        besalr yalng 

memenuhi  kriterial             usalhal             mikro  sebalgalimalnal             dimalksud  dallalm  UU 

tersebut.14 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berasaskan:15 

1) Kekelualrgalaln 

2) Demokralsi ekonomi 

3) Kebersalmalaln 

4) Efesiensi kealdilaln 

5) Berkelalnjutaln 

6) Berwalwalsaln lingkungaln 

7) Kemalndirialn 

8) Keseimbalngaln kemaljualn 
 

13Tulus T.H Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 16. 
14Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil Menengah dan 

Koperasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.27. 
15Wahyu Syarvina, Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pada Bank Syariah, Jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No.1, 2018. h.554. 
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9) Kesaltualn ekonomi nalsionall 

Di  dallalm  Undalng-undalng  tersebut,  kriterial             yalng  digunalkaln 

untuk  mendefinisikaln  UMKM  seperti  yalng  tercalntum  dallalm  Palsall  6 

aldallalh  nilali  kekalya laln  bersih  altalu  nilali  alset  termalsuk  talnalh  daln 

balngunaln tempalt usalhal, altalu halsil penjuallaln talhunaln. Dengaln kriterial 

sebalgali berikut: 

a) Usalhal        mikro aldallalh unit usalhal        yalng memiliki alset palling balnyalk 

Rp50  jutal               tidalk  termalsuk  talnalh  daln  balngunaln  tempalt  usalhal 

dengaln halsil penjuallaln talhunaln palling besalr Rp300 jutal. 

b) Usalhal        kecil dengaln nilali alset lebih dalri Rp50 jutal        salmpali dengaln 

palling  balnyalk  Rp500  jutal            tidalk  termalsuk  talnalh  daln  balngunaln 

tempalt usalhal        memiliki halsil penjuallaln talhunaln lebih dalri Rp.300 

jutal      hinggal      malksimum Rp2,5 miliyalr. 

c) Usalhal       menengalh aldallalh perusalhalaln dalngaln nilali kekalyalaln bersih 

lebih  dalri  Rp500  jutal         hinggal          palling  balnyalk  Rp100  miliyalr  halsil 

penjuallaln  talhunaln  dialtals  Rp2,5  miliyalr  salmpali  palling  tertinggi 

Rp50 miliyar.16
 

Selalin  menggunalkaln  nilali  moneter  sebalgali  kriterial,  sejumlalh 

lembalgal               pemerintalh   seperti   Depalrtemen   Perindustrialn   daln  Baldaln 

Pusalt  Staltistik  (BPS),  selalmal          ini  jugal          menggunalkaln  jumlalh  pekerjal 

sebalgali  ukuraln  untuk  membedalkaln  skallal          usalhal         alntalral         usalhal         mikro, 

usalhal               kecil,  usalhal               menengalh  daln  usalh  besalr.  Misallnyal               menurut 

Baldaln  Pusalt  Staltistik  (BPS),  usalhal          mikro  aldallalh  unit  usalhal          dengaln 

jumlalh pekerjal        tetalp hinggal        4 oralng, usalhal        kecil 5 salmpali 19 pekerjal 

daln  usalhal         menengalh  dalri  20  salmpali  dengaln  99  oralng  malsuk  dallalm 

kaltegori  usalhal           besalr.  Usalhal           mikro  kecil  daln  menengalh  merupalkaln 

pemalin  utalmal          dallalm  kegialtaln  ekonomi  di  Indonesial.  Pemberdalyalaln 

Usalhal              Mikro  Kecil  daln  Menengalh  (UMKM)  salngalt  penting  daln 

straltegis dallalm mengalntisipalsi perekonomialn kedepaln terutalmal       dallalm 

memperkualt struktur perekonomialn nalsionall. 

16Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6 
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17Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, 

(Jakarta : Gema Insani, 2002), h.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldalnyal                krisis   perekonomialn   nalsionall   seperti   sekalralng   ini 

salngalt  mempengalruhi  stalbilitals  nalsionall,  ekonomi  daln  politik  yalng 

imbalsnyal                   berdalmpalk   paldal                   kegialtaln-kegialtaln   usalhal                   besalr   yalng 

semalkin   terpuruk.   Secalral               umum   tujualn   altalu   salsalraln   yalng   ingin 

dicalpali   aldallalh   terwujudnyal                 Usalhal                 Mikro,   Kecil   daln   Menengalh 

(UMKM) yalng talngguh daln malndiri yalng memiliki dalyal        saling tinggi 

daln  berperaln  utalmal         dallalm  produksi  daln  distribusi  kebutuhaln  pokok, 

balhaln  balku,  sertal           dallalm  permodallaln  untuk  menghaldalpi  persalingaln 

bebals. Peraln daln fungsi UMKM balgi kondisi ekonomi yalitu membukal 

lalpalngaln   pekerjalaln   daln   mendorong   kondisi   ekonomi   yalng   lebih 

meraltal. 

 
b. Pengertialn UMKM Prespektif Ekonomi Islalm 

Setialp  malnusial              memerlukaln  halrtal              untuk  mencukupi  segallal 

kebutuhaln   hidupnya l.   Kalrenalnyal                   malnusial                   alkaln   selallu   berusalhal 

memperoleh  kekalyalaln  itu.  Sallalh  saltunyal              aldallalh  melallui  bekerjal, 

sedalngkaln   sallalh   saltu   dalri   ralgalm   bekerjal                aldallalh   berbisnis   altalu 

berwiralusalhal. 

Islalm  mewaljibkaln  setialp  muslim,  khususnya l             yalng  memiliki 

talnggungaln.   Bekerjal                   merupalkaln   sallalh   saltu   sebalb   pokok   yalng 

memungkinkaln     malnusial  memiliki     halrtal kekalyalaln.     Untuk 

memungkinkaln   malnusial                   berusalhal                   mencalri   nalfkalh,   Alllalh   SWT 

melalpalngkaln  bumi  sertal          menyedialkaln  berbalgali  falsilitals  yalng  dalpalt 

dimalnfalaltkaln malnusial      untuk  mencalri rezeki.17 

Ekonomi  Islalm  UMKM  merupalkaln  sallalh  saltu  kegialtaln  dalri 

usalhal                 malnusial                 untuk   mempertalhalnkaln   hidupnyal                 daln   beribaldalh, 

menuju kesejalhteralaln sosiall. Perintalh ini berlalku kepaldal       semual       oralng 

talnpal        membedal-bedalkaln palngkalt, staltus daln jalbaltaln sesoralng, dallalm 

All -Qur’aln suralt Alt-Talubalh alya lt 105: 
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18Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), 

h.187. 
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ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُوْلُ هٗ وَالْمُؤْمِنوُْنَ     وَقلُِ اعْمَلوُْا فسََيرََى اللّٰه

وَسَترَُدُّوْنَ الِٰى عٰلِمِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادةَِ فيَنُبَ ئِكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُْنَ  

 

Alrtinyal:  daln  Kaltalkalnlalh:  “Berkerja llalh  kalmu,  Malkal          Alllalh  daln 

Ralsul-Nyal        serta l        oralng-oralng mukmin alkaln meliha lt pekerjalalnmu itu, 

daln kalmu  alkaln  dikemballikaln kepaldal         (Allla lh)  yalng  menhetalhui alkaln 

yalng  ghalib  daln  ya lng  nyalta l, lallu diberita lkaln-Nyal         kepaldal         kalmu  a lpal 

lng kalmu kerja lkaln”. 

Dallalm   alyalt   ini   dijelalskaln   balhwal                  Alllalh   daln   Ralsul-Nyal 

memerintalhkaln kepaldal        umaltnyal        untuk bekerjal, sertal        setialp pekerjalaln 

malnusial             alkaln  terus  dilihalt  oleh  Alllalh  sebalgali  almallaln  yalng  alkaln 

dipertalnggung jalwalbkaln kelalk di halri kialmalt. 

 
B. Malnaljemen Risiko Force Maljeure 

1. Malnaljemen Risiko 

Malnaljemen risiko didefinisikaln sebalgali alktivitals orgalnisalsi yalng 

teralralh  daln  terkoordinalsi,  yalng  berkalitaln  dengaln  risiko.  Malnaljemen 

risiko  jugal             didefinisikaln    sebalgali  sualtu  metode  logis  daln  sistemaltik 

dallalm identifikalsi, kualntifikalsi, menentukaln  sikalp,  menentalpkaln  solusi 

sertal          melalkukaln  monitor  daln  pelalporaln  risiko  yalng  berlalngsung  paldal 

setialp alktivitals altalu proses 

Sehinggal                dalpalt   dikaltalkaln   balhwal                malnaljemen   resiko   aldallalh 

pelalksalnalaln  fungsi-fungsi  malnaljemen  untuk  menalnggulalngi  timbulnyal 

risiko, terutalmal        risiko ya lng dihaldalpi sualtu entitals (orgalnisalsi, kelualrgal 

altalupun    malsyalralkalt),    yalng    mencalkup    kegialtaln    merencalnalkaln, 

mengorgalnisalsi, menyusun, mengkoordinalsi daln mengevallualsi kegialtaln 

penalnggulalngaln  risiko.  Sedalngkaln  di  sektor  perbalnkaln,  Otoritals  Jalsal 

Keualngaln   (OJK)   mendefinisikaln   malnaljemen   resiko   sebalgali   sualtu 
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seralngkalialn    metodologi     daln     prosedur     ya lng     digunalkaln    untuk 

mengidentifikalsi, mengukur, memalntalu daln mengendallikaln risiko yalng 

timbul dalri seluruh kegialtaln usalhal       Balnk (POJK, 2016). Sehinggal       secalral 

singkalt,   malnaljemen   resiko   dalpalt   didefinisikaln   sebalgali   pendekaltaln 

sistemaltis ya lng meliputi budalyal, proses daln struktur untuk menentukaln 

tindalkaln terbalik terkalit risiko. 

Dallalm  hall  kegialtaln  penalngalnaln  terhaldalp  risiko  dikenall  dengaln 

istilalh  proses  malnaljemen  risiko,  yalitu  ralngkalialn  kegialtaln  malnaljemen 

yalng menalngalni risiko saltu persaltu altalu secalral       kelompok sesuali dengaln 

jenis salsalraln ya lng terdalmpalk. 

Secalral      sederhalnal      proses malnaljemen resiko meliputi beberalpal      lalngkalh: 

a. Memalhalmi salsalraln daln konteks risiko 

Pemalhalmaln  terhaldalp  alncalmaln  daln  pelualng  sebalgali  dalmpalk  dalri 

ketidalkpalstialn dallalm pencalpalialn salsalraln. 

b. Identifikalsi risiko 

Sualtu kegialtaln untuk mengidentifikalsi ketidalkpalstialn ya lng merupalkaln 

peristiwal-peristiwal       yalng mungkin terjaldi sepalnjalng proses pencalpalialn 

salsalraln. 

c. Alnallisis risiko 

Melalkukaln  alnallisis  perkiralaln  tingkalt  kemungkinaln  terjaldinyal            sertal 

beralpal      besalr dalmpalk risiko ya lng telalh dilalkukaln identifikalsi 

d. Evallualsi risiko 

Proses  untuk  memilalh  risiko  malnal            yalng  alkaln  dilalkukaln  perlalkualn 

risiko sesuali dengaln prioritals. 

e. Perlalkualn risiko 

Berdalsalrkaln  urutaln  halsil  evallualsi  risiko,  malkal          dilalkukaln  perlalkualn 

risiko sesuali kebutuhaln. Perlalkualn risiko memiliki enalm opsi: 

1) Menghindalri risiko 

2) Menerimal      risiko 

3) Berbalgi risiko 

4) Melalkukaln mitigalsi risiko negaltif 
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5) Melalkukaln eksploitals risiko positif 

6) Pelalporaln risiko 

Merupalkaln pelalporaln keseluruhaln proses risiko dalri alwall hinggal 

alkhir secalral      bertalhalp untuk memalstikaln balhwal      proses malnaljemen risiko 

berjalan sesuai denngan prosedur yang telah di tetapkan.19
 

 
2. Jenis-jenis Risiko 

Pelalku    sektor    bisnis,    khususnyal pihalk    perbalnkaln,    perlu 

mengalmalti   daln   memalhalmi  tipe-tipe   risiko  dengaln   seksalmal               kalrenal 

menyalngkut  penyalluraln  kredit  yalng  diberikaln  kepaldal          palral          debiturnyal 

daln  risiko  yalng  alkaln  ditalnggung  oleh  palral            debiturnyal            tersebut.  Dalri 

sudut palndalng alkaldemisi aldal         balnyalk  jenis  risiko nalmun  secalral         umum 

risiko itu halnya l      dikenall dallalm dual      tipe, yalitu: 

a. Risiko Murni (Pure Risk) 

Risiko murni dalpalt dikelompokkaln paldal      tigal      tipe risiko: 

1) Risiko Alset Fisik 

Merupalkaln  risiko  ya lng  beralkibalt  timbulnyal           kerugialn  paldal           alset 

fisik  sualtu  perusalhalaln  altalu  orgalnisalsi.  Contohnyal              kebalkalraln, 

balnjir, gempal, tsunalmi, gunung meletus, daln lalin-lalin. 

2) Risiko Kalryalwaln 

Merupalkaln  risiko  kalrenal          alpal          ya lng  diallalmi  oleh  kalryalwaln  yalng 

bekerjal diperusalhalaln    altalu    orgalnisalsi    tersebut.    Contohnyal 

kecelalkalaln kerjal      sehinggal      alktivitals perusalhalaln tergalnggu. 

3) Risiko Legall 

Merupalkaln risiko dallalm bidalng kontralk yalng mengecewalkaln altalu 

kontralk    tidalk    berjallaln    sesuali    dengaln    rencalnal.    Contohnyal 

perselisihaln   dengaln   perusalhalaln   lalin   sehinggal                   menumbulkaln 

aldalnyal      persoallaln seperti galnti kerugialn. 

b. Risiko Spekulaltif (Specula ltive Risk) 
 

 
 

19Eko Sudarmanto, et al, Manajemen Risiko Perbakan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.4. 
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20Sri Hayati, Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro, 
(Yogyakarta: Andi, 2017) h.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko  spekulaltif  ini  dalpalt  dikelompokkaln  menjaldi  empalt  tipe 

risiko, ya litu: 

 
1) Risiko Palsalr 

Merupalkaln  risiko  yalng  terjaldi  dalri  pergeralkaln  halrgal              dipalsalr. 

Contohnyal  halrgal salhalm    mengallalmi    penurunaln    sehinggal 

menimbulkaln kerugialn. 

2) Risiko Kredit 

Merupalkaln   risiko   ya lng   terjaldi   kalrenal                   counter   palrty   galgall 

memenuhi     kewaljibalnnya l kepaldal perusalhalaln.     Contohnyal 

timbulnyal      kredit malcet, presentalse piutalng meningkalt. 

3) Risiko Likuiditals 

Merupalkaln risiko kalrenal        ketidalk malmpualn memenuhi kebutuhaln 

kals. Contohnya l        kepemilikaln kals menurun  sehinggal         tidalk malmpu 

membalya lr  hutalng  secalral             tepalt  yalng  menyebalbkaln  perusalhalaln 

halrus menjuall alset yalng dimilikinyal. 

4) Risiko Operalsioalnall 

Merupalkaln  risiko  yalng  disebalbkaln  paldal              kegialtaln  operalsionall 

yalng  tidalk  berjallaln  dengaln  lalncalr.  Contohnyal          terjaldi  kerusalkaln 

paldal      komputer kalrenal      berbalgali hall termalsuk terkenal      virus. 

 
Berdalsalrkaln  PBI  No5/8/PBI/2003  terdalpalt  delalpaln  tipe  risiko, 

yalitu risiko kredit, risiko palsalr, risiko operalsionall, risiko likuiditals risiko 

hukum, risiko reputalsi, risiko straltegik, daln risiko kepaltuhaln. Tipe altalu 

jenis risiko ya lng mendalsalr paldal        BPR aldal        limal        tipe, yalitu risiko kredit, 

risiko  palsalr  altalu  suku  bungal,  risiko  operalsionall,  risiko  likuiditals  daln 

risiko modall.20
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21Muhammad Lathief Ilhamy, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Medan: FEBI UIN-SU 

Press, 2018) h.96. 
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3. Penyebalb risiko pembialyalaln 

Risiko  pembialyalaln  dalri  sisi  perbalnkaln  dalpalt  disebalbkaln  oleh 

beberapa hal berikut:21
 

a. Kepentingaln    pribaldi    pejalbalt    balnk    terkalit    dengaln    pembelialn 

pembialya laln kepaldal        kepaldal        debitur (self dea lling), seperti keterlibaltaln 

dallalm kegialtaln usalhal      nalsalbalh. 

b. Halus alkaln lalbal         (a lnxienty for income), nalmun kuralng mengupalyalkaln 

sumber penghalsilaln yalitu alrus kals. 

c. Kompromi terhaldalp prinsip pemberialn pembialyalaln ya lng sehalt (tidalk 

objektif) 

d. Kebijalkaln/prosedur    pembialyalaln    tidalk    memedali/tidalk    memenuhi 

dallalm alktivitals pembialya laln ya lng suci. 

e. Informalsi pembialyalaln untuk pengalmbilaln keputusaln tidalk lengkalp 

f. Lalmbalt mengalmbil tindalkaln. 

g. Monitoring  pembialyalaln  yalng  tidalk  konsisten  daln  menggalmpalngkaln 

permalsallalhaln yalng terjaldi. 

h. Kemalmpualn   teknis   yalng   kuralng   memaldali,   termalsuk   melalkukaln 

seleksi   altals   risiko   yalng   alnaldall   daln   pembialya laln   ya lng   diberikaln 

overfalcilities. 

i. Tekalnaln persalingaln usalhal 

 
Selalin  hall  di  altals  daln  sisi  balnk,  risiko  pembialya laln  dalpalt  terjaldi 

kalrenal      beberalpal      hall berikut: 

1) Tidalk aldalnya l      stalndalr kebijalkaln pembialya laln 

2) Pelalnggalraln  terhaldalp  baltals  malksimum  pemberialn  pembialyalaln  balgi 

saltu debitur 

3) Konsentralsi  pembialyalaln  paldal         segmen  usalhal         yalng  tergolong  berisiko 

tinggi daln spekulaltif 

4) Ketidalk lengkalpaln dokumen pembialyalaln 
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5) Tidalk aldal      stalndalr formall tentalng princing procedure 

6) Lemalhnyal      alnallisis, riview daln pengalwalsaln (monitoring) pembialyalaln 

 
 

4. Force Maljure 

1. Pengertialn Force Maljeure 

Algri Chalirunisal         Israldjualningtials menyaltalkaln balhwal         force maljeure 

altalu vis maljor bisal         digunalkaln untuk sebualh sebalb gunal         tidalk  menjallalnlaln 

kewaljibaln  sebalb  hilalngnyal             altalu  lenyalpnyal             objek  altalu  tujualn  yalng  jaldi 

pokok  perikaltaln.  Kealdalaln  ini  ditunjukaln  untuk  kepaldal          pemenuhaln  secalral 

fisik  sertal               hukum  bukaln  dikalrenalkaln  sebalb  kesulitaln  untuk  memenuhi 

kewajiban. 22
 

R. Subekti     menyaltalkaln     debitur     menunjukaln     balhwal  tidalk 

terlalksalnalnyal          alpal          yalng  dijalnjikaln  itu  disebalbkaln  oleh  hall-hall  yalng  salmal 

sekalli  tidalk  dalpalt  didugal              daln  dimalnal              ial              tidalk  dalpalt  berbualt  alpal-alpal 

terhaldalp  peristiwal         altalu  kealdalaln  dilualr  dugalaln  tersebut.  Dengaln  kaltal         lalin, 

hall tidalk terlalkalsalnalnya l        perjalnjialn altalu keterlalmbaltaln dallalm perlalksalnalaln 

itu bukalnlalh disebalbkaln kalrenal       kelallalialnnyal, ial       tidalk dalpalt dikaltalkaln sallalh 

daln oralng ya lng tidalk bersallalh tidalk dalpalt dijaltuhi salnksi yalng dialncalmkaln 

ltals kelallalialn. 

Force  ma ljeure  dialtur  dallalm  palsall  1244  KUHPerdaltal         yalkni,  debitur 

waljib  dihukum  gunal         membalya lr  bialyal,  kerugialn  sertal         bungal         jikal         dial         tidalk 

bisal      membuktikaln balhwalsalnya l      tidalk dilalkukalnnya l      perjalnjialn altalu terlalmbalt 

ketikal      menjallalnkaln perjalnjialn tersebut dikalrenalkaln dalri sualtu hall yalng tidalk 

terdugal,  yalng  bisal          dibedalkaln  terhaldalpnya l,  meskipun  tidalk  terdalpalt  itikald 

buruk terhadapnya.24 Kemudian pada pasal 1245 KUHPerdata bahwa, tidak 

terdalpalt pembalyalraln bialya l       kerugialn sertal       bungal       jikal       sebalb situalsi memalksal 

altalu  sebalb  sesualtu  ya lng  muncul  dengaln  kebetulaln,  debitur  terlalmbalt  gunal 

 

 

22Agri Chairunisa Isradjuaningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia” 

Dalam Jurnal Universitas Parahyangan, Vol.1.2015, h.147. 
23Niru Anita Sinaga, “Perspektif Force Majeure dan Rebus SIC Stantibus Dalam Sistem Hukum 

Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, September 2020, h. 12. 
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memenuhi  altalu  bertindalk  sualtu  hall  yalng  dihalruskaln  altalu  menjallalnkaln 

perbuatan yang tidak diperkenankan untuknya.25 

 
2. Malcalm-malcalm Force Maljeure 

a. Force Ma ljeure menuruut jenisnyal 

1) Force Maljeure objektif 

Force  maljeure  objektif  ini  jugal            disebut  dengaln  istilalh  physicall 

impossibility.  Yalng  dimalksud  aldallalh  balhwal          force  maljeure  yalng 

terjaldi   paldal                 bendal                 ya lng   merupalkaln   objek   kontralk   tersebut, 

sehinggal               prestalsi  tidalk   mungkin   dipenuhi   lalgi,   talnpal               aldalnyal 

kesallalhaln dalri pihalk debitur, misallnyal        bendal        ya lng menjaldi objek 

dalri kontralk terbalkalr, tersalmbalr petir altalu halnyut terbalwal      balnjir. 

2) Force Maljeure Subjektif 

Paldal                  force   maljeure   subjektif,   peristiwal                  yalng   terjaldi   bukaln 

terhaldalp   bendal                    ynalg   merupalkaln   objek   dalri   kontralk   yalng 

bersalngkutaln,  melalinkaln  dallalm  hubungaln  dengaln  kealdalaln  altalu 

kemalmpualn  dalri  debitur  itu  sendiri.  Misallnyal           jikal           debitur  salkit 

beralt   altalu   calcalt   seumur   hidup   sehinggal                tidalk   mungkin   lalgi 

melalkukaln prestalsi. 

b. Force Ma ljeure menurut pelalksalnalalnya l 

1) Force Maljeure albsolut 

Force  maljeure  albsolut  alaldallalh  sualtu  kealdalaln  dimalnal              debitur 

salmal        sekalli tidalk dalpalt memenuhi perutalngalnya l        kepaldal        kreditur, 

oleh kalrenal      aldalnyal      gempal      bumi, balnjir balndalng daln aldalnyal      lalhalr. 

2) Force Maljeure relaltif 

Force  maljeure  relaltif  aldallalh  sualtu  kealdalaln  ya lng  menyebalbkaln 

dimalnal pemenuhaln    prestalsi    secalral normall    tidalk    mungkin 

dilalkukaln,    wallalupun    secalral tidalk    normall    malsih    mungkin 

dilalkukaln.   Misallnyal                 terdalpalt   kontralk   ekspotr-import,   dimalnal  
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setelalh   kontralk   dibualt,   terdalpalt   lalralngaln   altals   import   balralng 

tersebut altalu PHK malsall paldal      sualtu perusalhalaln ya lng palilit. 

3) Force maljeure menurut jalngkal      walktu berlalkunya l 

a) Force maljeure permalnen 

Force   maljeure   ini   mengalkibaltkaln   tidalk   terlalksalnalnyal 

prestalsi salmpali kalpaln pun sebalgali pemenuhaln dalri sualtu kontralk. 

Misallnyal       jikal       balralng yalng merupalkaln objek dalri kontralk tersebut 

musnalh dilualr dalri kesallalhaln sallalh saltu pihalk. 

 
b) Force maljeure temporer 

Dimalnal        terhaldalp pemenuhaln prestalsi dalri kontralk tersebut 

tidalk mungkin dilalkukaln untuk sementalral       walktu, dengaln kaltal       lalin 

setelalh hilalng efek dalri terjaldinyal       peristiwal       tertentu malkal       prestalsi 

tersebut   dalpalt   dipenuhi  kemballi.  Misallnya l,   jikal               balralng   yalng 

menjaldi   objek   kontralk   tidalk   mungkin   dikirim   kalrenal                terjaldi 

pergolalkaln  sosiall.  Alkaln  tetalpi,  salalt  kondisi  sudalh  almaln,  malkal 

balralng tersebut dalpalt dikirim kemballi. 

 
C. PERBAlNKAlN SYAlRIAlH 

1. Pengertialn Balnk Syalrialh 

Dallalm  undalng-undalng  nomor  21  talhun  2008  palsall  1  memberikaln 

penjelasan dan pengertian antara lain:26 

a. Perbalnkaln Syalrialh aldallalh segallal        sesualtu ya lng menyalngkut tentalng 

balnk   syalrialh   daln   unit   usalhal                syalrialh,   mencalkup   kelembalgalaln, 

kegialtaln usalhal, sertal       calral       daln proses dallalm melalksalnalkaln kegialtaln 

usalhalnya l. 

b. Balnk  Syalrialh  aldallalh  balnk  ya lng  menjallalnkaln  kegialtaln  usalhalnyal  

berdalsalrkaln  prinsip  syalrialh  daln  menurut  jenisnya l         terdiri  altals  balnk 

umum syalrialh daln balnk pembialyalaln ralkyalt syalrialh. 

 

26Sofiyan S. Harahap, et al, Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Terbaru (Jakarta: LPFE 

Usakti, 2010), h.9. 
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Di  Indonesial,  regulalsi  mengenali  balnk  sya lrialh  tertualng  dallalm  UU 

No.21 talhun 2008 tentalng perbalnkaln syalrialh. 

 
2. Kelembalgalaln Balnk Syalrialh 

Balnk  syalrialh  bukaln  sekedalr  balnk  bebals  bungal,  tetalpi  jugal 

memiliki    orientalsi    pencalpalialn    kesejalhteralaln,    secalral fundalmentall 

terdapat beberapa karakteristik bank syariah:27
 

a. Penghalpus Ribal 

b. Pelalyalnaln  kepaldal             keentingaln  publik  daln  mereallisalsikaln  salsalraln 

sociall-ekonomi islalm 

c. Balnk  Syalrialh  bersifalt  universall  yalng  merupalkaln  galbungaln  dalri 

balnk komersiall daln balnk investalsi 

d. Balnk   syalrialh   alkaln   melalkukaln   evallualsi   yalng   lebih   berhalti-halti 

terhaldalp    permohonaln    pembialyalaln    yalng    berorientalsi    kepaldal 

penyertalaln  modall,  kalrenal              balnk  komersiall  sya lrialh  meneralpalkaln 

profit   daln   loss   shalring   dallalm   konsinyialsi,   ventural,   bisnis  altalu 

industri. 

e. Balgi halsil cenderung mempereralt hubungaln alntalral       balnk sya lrialh daln 

pengusalhal 

f. Keralngkal      yalng dibalngun dallalm membalntu balnk mengaltalsi kesulitaln 

likuiditalsnyal  dengaln    memalnfalaltkaln    instrument    palsalr    ualng 

alntalrbalnk sya lrialh daln instrumen balnk sentrall berbalsis syalrialh. 

 
Oleh   kalrenal                 itu,   secalral                 strukturall   daln   sistem   pengalwalsalnyal 

berbedal        dalri balnk konvensionall. Pengalwalsaln perbalnkaln islalm mencalkup 

dual       hall, ya litu pertalmal       pengalwalsaln alspek dalri alspek keualngaln, kepaltuhaln 

paldal             perbalnkaln  secalral             umum  daln  prinsip  kehalti-haltialn  balnk.  Kedual, 

pengalwalsaln  prinsip  sya lrialh  dallalm  kegialtaln  operalsionall  balnk.  Secalral 

strukturall  kepengurusaln  balnk  sya lrialh  terdiri  dalri  Dewaln  Komisalris  sertal  

 

 

27Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 

h.63. 
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Direksi  daln  waljib  memiliki  Dewaln  Pengalwals  Syalrialh  ya lng  berfungsi 

mengalwalsi kegialtaln balnk syalrialh. 

 
D. Kaljialn Terdalhulu 

Tujualn  mencalntumkaln  kaljialn  terdalhulu  aldallalh  untuk  menujukaln 

penelitialn   terdalhulu   yalng   relevaln   dengaln   penelitialn    yalng   memiliki 

persalmalaln dengaln yalng diteliti, letalk perbedalalnnyal        dengaln alpal        yalng alkaln 

diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.28 

Terdalpalt   beberalpal                  penelitialn   terdalhulu   yalng   berkalitaln   dengaln 

penelitialn  ini  ya lng  dalpalt  dijaldikaln  pertimbalngaln  permalsallalhaln  penelitialn, 

yalitu: 

Talbel 2.1 

Penelitialn Terdalhulu 

 
 

No Peneliti/ 

Talhun 

Judul Metode 

Penelitialn 

Persalmalaln Perbedalaln Halsil 

Penelitialn 

1 Nalndal 

Moraltalm 

al 

Simalnjun 
29 

talk 

(2021) 

Efektivital 

s 

Relalksalsi 

Pembalyalr 

aln   Kredit 

Terhaldalp 

Pelalku 

Usalhal 

Mikro, 

Kecil   daln 

Menengalh 

Pendekaltal 

n 

sociolegall 

daln 

pendekaltal 

n 

perundaln 

g- 

undalngaln 

(staltute 

alpproalch) 

Paldal 

penelitialn 

ini  salmal- 

salmal 

meneliti 

mengenali 

relalksalsi 

pembialya lal 

n UMKM 

terdalmpalk 

covid-19. 

Paldal 

penelitialn 

ini halnyal 

berfokus 

paldal 

keefektifal  

n  relalksalsi 

pembalya lral 

n  kredit 

UMKM 

terdalmpalk 

Setelalh 

dilalkukaln 

penelitialn 

dalpalt 

dikaltalkaln 

balhwal               tingkalt 

efektifitals  dalri 

peralturaln 

tersebut  sudalh 

80% efektif 

hall   ini   dalpalt 

 
 

28Azhari Akmal Tarigan, et al, Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU, (MEDAN: Febi Press, 2015), h.17. 
29Nanda Moratama Simanjutak, Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Kredit Terhadap Pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Indralaya, 2021), h.75. 
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No.1, Agustus 2020, h. 8. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Alkibalt 

Palndemi 

Covid-19 

  covid-19. 

sedalngkaln 

paldal 

penelitialn 

sekalralng 

tidalk 

halnyal 

membalhals 

relalksalsi 

pembialyalal 

n UMKM 

nalmun 

mengenali 

malnaljeme 

n resiko 

force 

maljeure 

jugal. 

dilihalt 

berdalsalrkaln 

daltal                    yalng   di 

himpun oleh 

OJK dalri 

jumlalh  debitur 

yalng 

mengaljukaln 

relalksalsi 

pembalya lraln 

kredit  daln 

debitur 

penerimal 

relalksalsi 

pembalya lraln 

kredit 

2 Alnggi 

Reftialnal, 
30 

et all 

(2020) 

Alnallisis 

Implement 

alsi 

Kebijalkaln 

Relalksalsi 

Kredit 

Paldal   

Malsal 

Palndemi 

Covid-19 

Alnallisis 

Deskriptif 

Paldal 

penelitialn 

ini salmal- 

salmal 

membalhals 

tentalng 

kebijalkaln 

relalksalsi 

pembialya lal 

n 

Paldal 

penelitialn 

ini 

membalhals 

kebijalkaln 

relalksalsi 

kredit 

paldal          malsal 

covid-19 

paldal          Balnk 

Berdalsalrkaln 

halsil 

perhitungaln 

ralsio 

profitalbilitals 

paldal lalporaln 

keualngaln 

perusalhalaln, 

balhwal  

implementalsi 

 

 

30Anggi Reftiana et al, “Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indobesia (Pesero) Tbk”dalam Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19, Vol.1, 
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Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h.12. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Di PT. 

Balnk 

Ralkya lt 

Indonesial 

(Persero) 

Tbk. 

Jurnall 

Kompetiti 

f Bisnis 

Edisi 

COVID- 

19, Vol 1, 

No 1 

 terdalmpalk 

covid-19. 

Ralkyalt 

Indonesial, 

sedalngkaln 

penelitialn 

sekalralng 

membalhals 

kebijalkaln 

relalksalsi 

pembialyalal 

n UMKM 

terdalmpalk 

covid-19 

daln 

malnaljeme 

n resiko 

force 

maljeure. 

relalksalsi  

kredit  nalsalbalh 

selalmal 

palndemi 

covid-19 

berdalmpalk 

paldal 

penurunaln 

nilali Gross 

Profit   Malrgin 

daln Nett Profit 

Malrgin. 

3 Novialnti 

Nurhallim 

31 
alh 

(2014) 

Penalngaln 

aln 

Pembialya l 

aln 

Muralbalhal 

h 

Bermalsalla 

lh  Yalng 

Disebalbkal 

n Force 

Maljeure 

Pendekaltal 

n Yudiris 

Sosiologis 

Paldal 

penelitialn 

ini salmal- 

salmal 

membalhals 

mengenali 

force 

maljeure. 

Paldal 

penelitialn 

ini halnyal 

membalhals 

pembialyalal 

n 

bermalsallal 

h   yalng 

disebalbkal 

n  force 

maljeure 

Halmbaltaln 

dallalm 

penalngalnaln 

pembialya laln 

muralbalhalh 

yalng 

disebalbkaln 

force   maljeure 

pihalk  nalsalbalh 

di BTN 

Syalrialh 

 

 
31Novianti Nurhalimah, 2014, “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan 

Force Majeure Pihak Nasabah Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang” (Artikel Ilmiah, 
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  Pihalk 

Nalsalbalh 

(Studi di 

Balnk 

Talbungaln 

Negalral 

Syalrialh 

Calbalng 

Mallalng) 

  pihalk 

nalsalbalh, 

sedalngkaln 

penelitialn 

sekalralng 

membalhals 

kebijalkaln 

relalksalsi 

pembialyalal 

n UMKM 

terdalmpalk 

covid-19. 

Studi 

kalsus 

pebelitialn 

ini paldal 

Balnk  BTN 

Syalrialh 

sedalngkaln 

paldal 

penelitialn 

sekalralng 

paldal 

BPRS. 

Calbalng 

Mallalng, 

Beralsall  dalri 

falktor  internall 

yalng beralsall 

dalri pihalk 

balnk, sertal 

beralsall  dalri 

falktor 

eksternall  yalng 

beralsall  dalri 

pihalk nalsalbalh. 

Upalya l  yalng 

dilalkukaln 

Oleh BTN 

Syalrialh: 

1.Memberikaln 

pelaltihaln 

kepaldal 

kalryalwaln 

yalng 

menalngalni 

pembialya laln. 

2.Melalkukaln 

penalgihaln 

secalral       intensif. 

3.Alpalbilal 

timbul 

permalsallalhaln, 

seperti 

pembialya laln 
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      bermalsallalh 

malkal 

diselesalikaln 

sesuali   dengaln 

peralturaln 

perundalng- 

undalngaln 

yalng berlalku 

4 Malrwalh 

32(2019) 

Relalksalsi 

Kredit 

Perbalnkaln 

di  Daleralh 

Wisaltal 

Yalng 

Tertimpal 

Bencalnal 

Allalm 

Jurnall 

Jurisprude 

ntie, Vol 

6, No.1 

Penelitialn 

Empiris 

Paldal 

penelitialn 

ini salmal- 

salmal 

membalhals 

tentalng 

relalksalsi 

kredit balnk 

daln 

bencalnal 

allalm. 

Paldal 

penelitialn 

ini halnyal 

membalhals 

mengenali 

relalksalsi 

kredit 

balnk  di 

sualtu 

daleralh 

wisaltal 

yalng 

tertimpalh 

bencalnal 

allalm. 

Sedalngkaln 

paldal 

penelitialn 

sekalralng 

membalhals 

Restruskturisal 

si kredit 

terhaldalp 

debitor di 

daleralh  yalng 

mengallalmi 

bencalnal                  allalm 

dalpalt 

dilalkukaln 

dengaln 

berbalgali 

bentuk,  alntalral 

lalin penurunaln 

suku bungal, 

perpalnjalngaln 

jalngkal               walktu, 

penguralngaln 

tunggalkaln 

bungal, 

penguralngaln 

 

32Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam” dalam 

Jurnal Jurisprudentie Vol.6, No.1, 2019, h.7. 
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     tentalng 

relalksalsi 

pembialyalal 

n UMKM 

terdalmpalk 

virus 

covid-19 

sertal 

malnaljeme 

n resiko 

bencalnal 

allalm. 

Studi 

kalsus paldal 

penelitialn 

ini   aldallalh 

tempalt 

wisaltal 

sedalnngkal 

n 

penelitialn 

sekalralng 

paldal 

BPRS. 

tunggalkaln 

pokok, 

penalmbalhaln 

falsilitals  kredit 

daln konversi 

kredit  menjaldi 

penyertalaln 

modall 

sementalral. 

Selalnjutnyal, 

penentualn 

daleralh  yalng 

tertimpal 

bencalnal                  allalm 

ditetalpkaln 

dallalm sualtu 

keputusaln 

Dewaln 

Komisioner 

OJK. 

5 Rizkiwalti 

Nurzalhro 

tun33 

(2017) 

Mekalnism 

e 

Restruktur 

isalsi  Paldal 

Alnallisis 

deskriptif 

kuallitaltif 

Paldal 

penelitialn 

ini salmal- 

salmal 

Paldal 

penelitialn 

ini halnyal 

membalhals 

Restrukturisalsi 

dilalkukaln 

paldal 

pembialya laln 

 

33Rizkiwati Nurzahrotun, “Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahab di BPRS Bumi 

Artha Sampang Cilacap” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwo Kerto,2017) h.69. 
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  Pembialya l 

aln 

Muralbalhal 

h di BPRS 

Bumi 

Alrthal 

Salmpalng 

Cilalcalp 

 membalhals 

mengenali 

keringalnaln 

pembialya lal 

n 

muralbalhalh 

. 

keringalnaln 

pembialyalal 

n berupal 

restrukturi 

salsi 

sedalngkaln 

paldal 

penelitialn 

sekalralng 

membalhals 

tentalng 

keringalnaln 

pembialyalal 

n UMKM 

terdalmpalk 

covid-19 

berupal 

relalksalsi. 

yalng diberikaln 

alpalbilal 

berdalsalrkaln 

evallualsi  ulalng 

pembialya laln 

yalng  telalh 

dilalkukaln 

terdalpalt 

indikalsi  

balhwal  usalhal 

nalsalbalh 

diyalkini malsih 

malmpu   untuk 

memenuhi 

kewaljibaln 

alngsuraln 

kepaldal      balnk. 

6 Mupyaln 

Palrlalmbal 

34 (2021) 

Kebijalkaln 

Relalksalsi 

Paldal 

Usalhal 

Mikro, 

Kecil,  daln 

Menengalh 

(UMKM) 

Terdalmpal 

k Covid- 

Kuallitaltif 

Deskriptif 

Penelitialn 

ini salmal- 

salmal 

membalhals 

mengenali 

kebijalkaln 

relalksalsi 

UMKM 

terdalmpalk 

covid-19. 

Paldal p- 

enelitialn 

ini halnyal 

membalhals 

kebijalkaln 

relalksalsi 

UMKM 

terdalmpalk 

covid-19 

sedalngkaln 

1. Dalmpalk 

palndemi 

Covid-19 

terhaldalp 

nalsalbalh di 

Balnk   Syalrialh 

Indonesial 

Kalntor  calbalng 

S Palrmaln 

Kotal      Bengkulu 

 
 

34Mupyan Parlamba, “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kancor Cabang S Paraman Kota Bengkulu” (Skripsi, 

Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2021), h.65. 
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  19 di 

Balnk 

Syalrialh 

Indonesial 

Kalntor 

Calbalng   S 

Palrmaln 

Kotal 

Bengkulu 

  penelitialn 

sekalralng 

tidalk 

halnyal 

mengenali 

kebijalkaln 

relalksalsi 

nalmun 

mengenali 

malnaljeme 

n resiko 

force 

maljeure. 

Studi 

kalsus paldal 

penelitialn 

ini   aldallalh 

BSI 

bengkulu 

sedalngkaln 

penelitialn 

sekalralng 

paldal 

BPRS. 

yalitu pelalku 

UMKM 

balnya lk 

mengallalmi 

kerugialn, 

penurunaln 

omset, daln 

sebalgalinyal. 

2. Kebijalkaln 

relalksalsi  yalng 

diberikaln   BSI 

KC  S  Palrmaln 

Kotal      Bengkulu 

kepaldal 

nalsalbalh   yalng 

mengallalmi 

kredit malcet 

dalmpalk 

palndemi: 

BSI tersebut 

memberikaln 

kebijalkaln 

relalksalsinya l 

berupal 

penguralngaln 

bialyal  

alngsuraln 

malksimall  12 

bulaln daln 

alngsuraln  yalng 

diperpalnjalng 
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      malsal jaltuh 

temponyal. 

Proses 

pengaljualn 

relalksalsi 

salngalt   mudalh 

daln tidalk 

memberaltkaln 

nalsalbalh. 

Halnya l      mengisi 

form 

pengaljualn. 

Daln  kebijalkaln 

relalksalsi  tidalk 

dpalt 

diteralpkaln 

kepaldal         debitur 

yalng tidalk 

terdalmpalk 

Covid-19. 

 

D.  Keralngkal      Teoritis 

Keralngkal          teoritis  aldallalh  identifikalsi  teori-  teori  yalng  dijaldikaln 

sebalgali  lalndalsaln  berfikir  untuk  melalksalnalkaln  sualtu  penelitialn  altalu 

dengaln  kaltal           lalin  untuk  mendeskripsikaln  keralngkal           referensi  altalu  teori 

yalng  digunalkaln  untuk  mengkalji  permalsallalhaln.  Jaldi  sualtu  keralngkal 

teoritis  merupalkaln  teori  yalng  kital            bualt  untuk  memberikaln  galmbalraln 

sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.35 

 

 

35Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 29. 
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Galmbalr 2. 1 

Keralngkal      Teoritis 

 
Berdalsalrkaln galmbalr dialtals dalpalt dijelalskaln sebalgali berikut: 

Mengalnallisal            mengenali  respon  sertal            implementalsi  kebijalkaln  relalksalsi 

pembialya laln  UMKM  terdalmpalk  Covid-19  paldal          BPRS  Pudualrtal          Insalni 

daln  dengaln  aldalnyal              kebijalkaln  relalksalsi  yalng  telalh  diterbitkaln  OJK 

alpalkalh  berdalmpalk  terhaldalp  ralsio  modall  paldal           BPRS  Pudualrtal           insalni 

sertal           dengaln  aldalnyal            bencalnal            allalm  palndemi  Covid-19  alpalkalh  BPRS 

Pudualrtal      Insalni telalh meneralpkaln malnaljemen resiko force ma ljeure . 

BPRS Puduarta 
Insani 

Kebijakan Relaksasi 

Pembiayaan UMKM 

Terdampak Covid-19 dan 

Manajemen Resiko Force 

Manjeure 

Kebijakan Relaksasi 

Pembiayaan 

UMKIM Terdampak 

Covid-19 

Dampak penerapan 

Kebijakan Relaksasi 

Pembiayaan UMKM 

terhadap rasio modal 

Penerapan 

Manajemen 

Resiko Force 

Majeure 

Analisa 
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